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Sisa Dana Ditarik Negara Sebesar Rp2,34 Miliar

- WANPRESTASI

oleh PT PJP pada proyek dermaga
laut di Desa Malala per 31 Desember
2013, telah mencapai 95,33 persen.
Sehingga, masih tersisa bobot peker-
jaan sebesar 5,77 persen. Dan,
(kekurangan sisa pekerjaan) ini
yang harus dikejar.

Dikatakan Rasid, mengacu pada
aturan yang berlaku, jika tidak sele-
sai pada batas kontraknya, pihak re-
kanan dianggap lalai (wanprestasi)
sehingga sisa dana ditarik negara
sebesar Rp2,34 miliar. Sisa dana
tersebut untuk membiayai item
pekerjaan, diantaranya pengerjaan
lantai dermaga, densotep (selimut
beton), bolar (tempat menambak
kapal), serta vender. “Sudah ada
semua bajanya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui surat
Direktorat jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Nomor:
S-9496/PB/2013 perihal pelak-
sanaan sisa pekerjaan yang tidak
terselesaikan sampai dengan akhir
tahun anggaran, pada intinya mem-
beri kelonggaran kepada pihak
rekanan untuk menyelesaikan sisa
pekerjaan yang tidak terselesaikan
sampai dengan akhir tahun ang-
garan untuk diselesaikan tahun
anggaran berikutnya. Surat terse-
but ditandangani oleh Direktur
Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan
pada Kementerian Keuangan RI
Marwanto Harjowiryono tertanggal
31 Desember 2013.

Surat Dirjen Perbendaharaan
tersebut mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor
25 Tahun 2012 *tentang pelaksan-
aan sisa’ pekerjaan tahun anggaran
berkenan yang dibebankan pada

daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA) tahun anggaran berikutnya.
Pasal 1, PMK Nomor 25 Tahun
2012 disebutkan bahwa pekerjaan
dari suatu kontrak yang bersumber
dananya telah dialokasikan dalam
DIPA, harus diselesaikan pada tahun
anggaran berkenan.

Pasal 2 pada aturan yang sama,
disebutkan bahwa pekerjaan seba-
gaimana dimaksud pada ayat 1 yang
tidak dapat diselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran berke-
nan, dapat dilanjutkan pekerjaannya
pada tahun anggaran berikutnya.
Selanjutnya, Pasal'5 ayat 1 menye-
butkan, jangka waktu penyelesaian
sisa pekerjaan pada tahun anggaran
berikutnya, paling lama 50 hari kal-
ender terhitung sejak masa kontrak
berakhir.

Ayat 2 pada pasal yang sama me-
negaskan, apabila sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pekerjaan masih belum
dapat diselesaikan, pekerjaan terse-
but dihentikan dan penyedia barang
dan/atau jasa dikenakan debda mak-
simum keterlambatan penyelesaian
pekerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang dan/
atau jasa.

Ditambahkan Rasid, aktifitas
pekerjaan pada tahun 2014 yang
dilakukan PJP adalah pemasangan
tiang panjang pada tiga titik yang
merupakan sisa pekerjaan dari
target pemancangan sebanyak 70
titik. Pemancangan untuk tiga titik
tersebut adalah atas inisiatif pihak
rekanan. Dengan demikian, secara
otomatis jadi tanggung jawab dari
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pihak rekanan itu sendiri.

Dalih PJP memancang pada tiga
titik tersebut kata Rasid, karena alat
yang digunakan sama sekali tak ada
di Sulteng. Sehingga, jika alatnya
dikembalikan sebelum diselesaikan
proses pemancangannya untuk tiga
titik tersebut, akan sulit dilakukan
oleh pihak rekanan jika dilanjutkan
pengerjaannya pada tahun angga-
ran berikutnya. Pihak rekanan akan
berpikir seribu kali untuk melak-
sanakan pemancangan karena hanya
untuk tiga titik, sementara untuk
mendatangkan alatnya dari Pulau
Jawa, butuh biaya yang besar.

Sejauh ini tambahnya, penyelesa-
ian proyek dermaga Malala untuk
tenggat waktu 50 hari kalender ter-
hitung sejak masa kontrak berakhir,
PT PJP menggunakan dana talangan
karena harus menunggu tahun beri-
kutnya untuk mengambil kembah
dana tersebut.

Namun, ada beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi PJP jika akan
mengambil dana yang telah ditarik
negara itu, antara lain harus di-
lakukan revisi DIPA dengan catatan
harus terlebih dahulu diaudit oleh
BPKP, lalu diajukan ke Direktorat
Pembendaharaan Negara. Nanti
setelah keluar revisi DIPA, baru sisa
anggaran tahun sebelumnya bisa di-
tarik untuk pembiayaan kelanjutan
pekerjaan yang telah menyeberang
tahun tersebut.

“Jadi tidak ada masalah karena
keterlambatan ini bukan karena
unsur kesengajaan dan PT PJP
bisa menarik dananya lagi setelah
pekerjaan rampung 100 persen,”
paparnya. DIN/sAH
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PT. P]P Dlanggap
Wanprestasi

TOLITOLI, MERCUSUAR -
PT Patriot Jaya Pratama (PJP)
yang melaksanakan proyek
pembangunan dermaga laut
di Desa Malala Kecamatan
Dondo Kabupaten Tolitoli
tahun anggaran 2013, diang-
gap wanprestasi. Pasalnya,
proyek senilai Rp46 Miliar
itu tidak mampu diselesai-
kan oleh PJP hingga bera-
khirnya batas kontrak 16
November 2013.

Namun fakta di lapangan,

PT PJP masih mengoperasi-
kan alat beratnya hingga
menyeberang tahun 2014.
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) proyek
Dermaga Malala pada Dinas
Perhubungan Provinsi
Sulteng, Rasid, dikonfirmasi

, hal itu di ruang kerjanya

beberapa hari lalu, menga-
stakan, mengacu pada bobot
pekerjaanyang dilaksanakan
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